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I. KETENTUAN UMUM
[bookmark: _Hlk212202388]Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
2. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Dana Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat DJS adalah Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang terdiri atas DJS Kesehatan dan DJS Ketenagakerjaan.
5. DJS Kesehatan adalah dana amanat milik seluruh peserta jaminan kesehatan yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
6. DJS Ketenagakerjaan adalah dana amanat milik seluruh peserta jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
7. Laporan Keuangan Bulanan BPJS yang selanjutnya disingkat LK BPJS adalah laporan keuangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan dan disampaikan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Laporan Keuangan Bulanan DJS yang selanjutnya disingkat LK DJS adalah laporan keuangan DJS Kesehatan dan DJS Ketenagakerjaan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan dan disampaikan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II. JENIS, BENTUK, DAN SUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN
1. Jenis LK BPJS meliputi:
a. laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
1) laporan posisi keuangan;
2) laporan kinerja keuangan;
3) laporan perubahan ekuitas; dan 
4) laporan arus kas;
b. lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
1) aset investasi;
2) hasil aset investasi;
3) rasio keuangan; dan
4) informasi penting lain;
c. rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
1) rekapitulasi aset dan liabilitas;
2) rincian jenis investasi;
3) rincian properti investasi; dan
4) rincian pemenuhan ketentuan investasi surat berharga negara.
2. Jenis LK DJS, yang merupakan laporan keuangan program jaminan kesehatan, meliputi:
a. laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
1) laporan posisi keuangan;
2) laporan aktivitas;
3) laporan arus kas; dan 
4) laporan perubahan aset neto;
b. lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
1) aset investasi;
2) hasil aset investasi; dan 
3) rasio keuangan;
c. rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
1) jatuh tempo aset dan liabilitas; 
2) rincian jenis investasi;
3) rincian piutang iuran;
4) laporan aset kontijensi atas tunggakan iuran pemerintah daerah; dan
5) laporan kepesertaan.
3. Jenis LK DJS, yang merupakan:
a. program jaminan kecelakaan kerja, meliputi:
1) laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) laporan posisi keuangan;
b) laporan penghasilan komprehensif;
c) laporan perubahan aset neto; dan
d) laporan arus kas;
2) lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) aset investasi;
b) hasil aset investasi; dan
c) rasio keuangan;
3) rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) jatuh tempo aset dan liabilitas;
b) rincian jenis investasi;
c) rincian properti investasi; dan
d) rincian piutang iuran;
b. program jaminan kematian, meliputi:
1) laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) laporan posisi keuangan;
b) laporan penghasilan komprehensif;
c) laporan perubahan aset neto; dan 
d) laporan arus kas;
2) lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) aset investasi; 
b) hasil aset investasi; dan
c) rasio keuangan;
3) rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) jatuh tempo aset dan liabilitas; 
b) rincian jenis investasi; 
c) rincian properti investasi; dan
d) rincian piutang iuran;
c. program jaminan hari tua, meliputi:
1) laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) laporan aset neto; dan 
b) laporan perubahan aset neto;
2) lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) aset investasi;
b) hasil aset investasi; dan 
c) rasio keuangan;
3) rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) jatuh tempo aset dan liabilitas;
b) rincian jenis investasi;
c) rincian properti investasi; dan
d) rincian piutang iuran;
d. program jaminan kehilangan pekerjaan, meliputi:
1) laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) laporan posisi keuangan;
b) laporan penghasilan komprehensif;
c) laporan perubahan aset neto; dan 
d) laporan arus kas;
2) lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) aset investasi;
b) hasil aset investasi; dan
c) rasio keuangan;
3) rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) jatuh tempo aset dan liabilitas;
b) rincian jenis investasi;
c) rincian properti investasi; dan
d) rincian piutang iuran; dan
e. program jaminan pensiun, meliputi:
1) laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) laporan aset neto; dan 
b) laporan perubahan aset neto;
2) lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) aset investasi;
b) hasil aset investasi; dan 
c) rasio keuangan;
3) rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) jatuh tempo aset dan liabilitas;
b) rincian jenis investasi;
c) rincian properti investasi; dan
d) rincian piutang iuran.
III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN 
1. BPJS wajib menyampaikan LK BPJS dan LK DJS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, batas penyampaian laporan keuangan bulanan menjadi hari kerja berikutnya.
3. Dalam hal tanggal penyampaian laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan keuangan bulanan.


IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN
1. Penyampaian laporan keuangan bulanan dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. 
2. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar, BPJS harus menyampaikan laporan keuangan bulanan secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan informasi terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar secara tertulis dan disampaikan:
a. melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
b. melalui surat elektronik dari alamat resmi surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
4. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, dan/atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir. 
5. Dalam hal BPJS harus menyampaikan laporan keuangan bulanan secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada BPJS alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian laporan keuangan bulanan. 
6. Dalam hal penyampaian secara daring melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2, BPJS harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik BPJS yang digunakan untuk penyampaian laporan keuangan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam hal sistem pelaporan dan surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami gangguan teknis atau mengalami keadaan kahar, atau BPJS mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan laporan keuangan bulanan secara daring, laporan keuangan bulanan disampaikan secara luring dalam bentuk salinan elektronik (soft file) dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk LK BPJS Kesehatan dan LK DJS Kesehatan ditujukan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Direktorat Pengawasan Asuransi Jiwa
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.
b. Untuk LK BPJS Ketenagakerjaan dan LK DJS Ketenagakerjaan ditujukan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Direktorat Pengawasan Dana Pensiun
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.
8. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik (email) Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan/atau perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman. 
9. Penyampaian laporan keuangan bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan cara:
a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau 
b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman. 
10. Penyampaian laporan keuangan bulanan secara luring disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan. 
11. BPJS dinyatakan telah menyampaikan laporan keuangan bulanan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk penyampaian secara daring melalui: 
1) sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; atau 
2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengiriman melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat dilakukan. 
b. untuk penyampaian secara luring:
1) langsung ke alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
2) melalui jasa pengiriman dibuktikan dengan tanda terima dari jasa pengiriman.
12. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen asli dalam bentuk cetak atas laporan keuangan bulanan yang telah disampaikan oleh BPJS melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau surat elektronik.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN KOREKSI ATAS LAPORAN BULANAN
1. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas laporan bulanan yang telah disampaikan oleh BPJS ditemukan adanya kesalahan informasi, BPJS menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Koreksi atas kesalahan informasi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Koreksi atas kesalahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan konfirmasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 7 Romawi IV berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pelaporan koreksi atas kesalahan informasi pada dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN 
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
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